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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul Kebijakan Pemerintah 

Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-

Prinsip Hak Asasi Manusia merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan Tesis ini 

bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Seluruh 

informasi dalam penulisan Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan 
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dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 

Judul dari penulisan ini adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam 
penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi 
manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilihat dari sejarah 
hukum dan politik hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 
mengkaji kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik kebebasan 
beragama berdasarkan hak asasi manusia, dan mengetahui dan mengkaji penyebab 
terjadinya konflik kebebasan beragama  di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga melalui 
Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak 
Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pemerintah indonesia juga menggunakan 
cara penyelesaian konfik kebebasan beragama melalui mediasi, sehingga asas 
kesetaraan dan non diskriminasi dapat diterapkan kepada semua pihak. Hasil dari 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa Terjadinya konflik dalam kebebasan 
beragama disebabkan banyak masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam 
hal ini adalah penyelenggara pemerintahan setingkat desa yang belum paham 
kebebasan beragama yang secara formal dijamin oleh berbagai macam peraturan 
termasuk didalam konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga terciptanya celah-
celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang meganut paham 
ekstrimisme dan fanatisme untuk melakukan tindakan radikal. 

 
Kata kunci: Kebijakan, Konflik, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia  
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ABSTRACT 
 

This study entitled the Indonesian Government Policy in Conflict Resolution 
Regarding the Freedom of Religion Based on Human Rights Principles. It is a 
normative legal study. Normative legal study is a legal study conducted by studying 
the literatures or secondary data. The approach used in this study is the legislative 
approach from the history and politics of law. The purpose of this study is to find out 
and study the Indonesian Government Policy in resolving the conflicts regarding the 
freedom of religion based on human rights principles, and to find out and study the 
causes of the conflict of freedom of religion in Indonesia although it has been 
stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in International 
Covenant on Civil and Political Rights Article 18 paragraph (1) and (2). Indonesian 
Government also uses the conflict resolution on freedom of religion through 
mediation, so that the principles of Equality and Non-Discrimination can apply on all 
parties. The results of this study also showed that the conflict arises from the freedom 
of religion is due to the lack of understanding in many people and even the 
stakeholders, in this case the village-level government officials, regarding the 
freedom of religion which has been stipulated formally in some regulations including 
in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that there is an opportunity 
exploited by the extremist and fanatic groups to perform radical actions. 
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